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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah momok yang sangat ditakuti oleh setiap manusia.

Manusia semenjak Iahirny i, bahkan dilawan. Untuk itulah, parah

orang tua telah menanan dalam diri anaknya. Orang tua

pun masuk dalam krisis ekona

Statistik (BPS), menyatakan jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2016
mencapal 28,01 juta orang, turun 0,50 juta dibandingkan September 2015 yang
tercatat 28,51 juta orang. Jumlah penduduk miskin atau penduduk dengan
pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di Indonesia

mencapal 28.01 juta orang atau 10.86 %. Selama periode September 2015-Maret



2016, jumlah penduduk miskin menjadi 8,22 juta orang menjadi 7,79 juta orang.
Sedangkan di daerah pedesaan kurang 0,22 juta orang dari 17,89 juta orang
menjadi 17,67 juta orang pada maret 2016.

Sehingga terjadi krisis moneter yang berakibat pada krisis ekonomi yang

berkepanjangan yang dirasakan selamaini jika ditelusuri, salah satu penyebabnya

/,1#5 MUH.;! \u:
‘K . ‘14,

\FM\

Muttafaq Ala
beliau menja
mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul -
Nya, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan
naik Haji bagi yang mampu melaksanakannya. Disini bisa lihat dari penjelasan
tadi bahwasanya berbagi dengan sesama adalah sebuah kegiatan yang wajib

dilakukan agar kemiskinan tidak selalu membayangi.



Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengentaskan
kemiskinan namun belum berhasil oleh karena itu Islam menawarkan salah satu
solusi dengan mewajibkan umatnya untuk pemerintah dan pengeluaran kas yang
memenuhi prinsip-prinsip pengendalian intern serta metode pencatatan yang baik.

Dengan melihat betapa pentingnya pengendalian intern, utamanya sistem

menjadi masalah pokok d

“Bagaimana pengendalian intern pada penerimaan dan penyaluran dana

ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan? ™.



C. Tujuan Pendlitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengendalian
intern pada penerimaan dan penyauran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi

Selatan.

D. Manfaat Pendlitian
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat, Infag, dan Shadagah (Z1S)

Pengertian zakat secara Etimologi, zakat adalah menyucikan,
memperbaiki, berkembang, dan me
tambahan kebaikan. Zaka Al L buhan berkembang. Zakat Al-
Nafagah, artinya \ / .~ Zakin, artinya Si Fulan

/‘:5 -k a%baglandarl

i. Zakat adalah berkembang, barakah, dan

sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan
yang di perintahkan Islam. Shadagah berasal dari kata shadaga yang berarti
benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.
Adapun secara Terminologi Syariat shadagah makna asalnya adalah Tahqgiqu

syai’in bisyai’i atau menetapkan atau menerapkan sesuatu pada sesutatu.



1. Perbedaan antara ZIS
Daam penjelasan tentang makna terminologi dari zakat kita telah
mengetahui bahwa zakat adalah kewagjiban harta yang spesifik, memiliki syarat

tertentu, alokas tertentu dan waktu tertentu. Adapun infaq yaitu mengeluarkan

a-orang yang memberi harta dijalan
Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang
bakhil dengan orang yang mendustakan. Diseutkan dalam Surah Al-Lail Ayat 5-
10 artinya: “adapun yang memberikan (hartanya dijalan Allah) dan bertakwa,
dan membenarkan adanya pahala yang baik (surga) maka, kami kelak akan

menyiapkan baginya (jalan) yang mudah’. Dan adapun orang-orang yang bakhil



dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak
kami menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.
2. Tujuan dan Hikma ZIS
hikam zakat sebagai berikut :
1. Menghindari kesenjangan sosia antara aghniya dan dhu’afa.

2. Membersihkan dan mengiki hl ak yang buruk, dapat mensucikan diri

Nty me r. - me afa lemah
i % /#* llr\\

ligeki fnya gﬂ»lﬂ"’ herkehidupan cukup

8. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta
(acocial distribution) dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam

masyarakat.



9. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan islam yang berdiri
atas prinsip-prinsip : umat yang bersatu, persamaan dergjat, hak, dan
kewajiban, persaudaraan islam, dan tanggung jawab bersama.

10. Zakat adalah ibadah maaliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial

ekonomi dan juga merupakan perwujudan solidaritas sosial.

11. Mewujudkan tatan k yang sgjahtera dimana hubungan
seseorang dengan«yai 1 damai dan harmonis dan

berharga), dan
Pada sis penyaluran dan penggunaan ZIS aspek-aspek yang harus
diperlihatkan adalah :
1. Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahik yang mendapatkannya
dan menentukan skala prioritas mustahik.
2. Aspek aturan yang menjamin adanya efisiensi dan kriteria yang jelas

sehingga dapat ditentukan ZIS itu bersifat produktif dan konsumtif.



3. Aspek monitoring dan pembinaan perlu mendapatkan perhatian yang
sungguh-sungguh sehingga keberhasilan ZIS itu bukan dilihat dari
banyaknya akan tetapi dapat meningkatkan kegiatan usahanya.

4. Aspek pelaporan pertanggungjawaban dengan bak, sehingga
mempermudah pengontrolannya.

5. Aspek pencatatan dan pembayaran yang mudah dan trasparan.

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti.

Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi

kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam
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upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk BAZNAS yang berkedudukan
di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat
mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS

merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara

nasional.

apat menerima infaq,
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan
infag, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan
syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh

pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.
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Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil. Sedangkan BAZNAS provinsi dan
BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Hak Amil, sertajuga dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan

Belanja.

5. Pihak Yang Berhak Menerimé.Z

5. Rigab (budak) berlian zakat tidak di distribusikan kepada budak berlian
namun diberikan kepada tuannya sehingga budak berlian tersebut berhak
bebas dan merdeka. Termasuk dalam kegiatan ini adalah membebaskan
tawanan muslim, kelompok yang terakhir ini adalah kelompok yang masih
ada hinggah saat ini, karena perang dengan orang kafir masih tetap

berlangsung.
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6. Gorimin, yaitu orang yang mempunyai utang dan tidak memiliki bagian
lebih dari utangnya, baik itu masalah hutang kemaslahatan dirinya maupun
untuk kemaslahatan masyarakat.

7. Sabillah, adalah jalan yang diridhoi Allah SWT, baik akidah maupun

perbuatan, bidang yang paling tepat pada saat kini adalah bidang

kebudayaan, pend|d| - ed|a untuk memerangi kezaliman dan

gempuran or M Q » 0
bumi ini pﬁi HA 4’

\\\‘ ilihf/
7

""‘l’.t ara 14xallf r &
"ﬂ“ - Grouty 'cf;-{

dari harta yang wajib di-zakati, dengan syarat kewajiban-kewajiban

tersebut jatuh tempo pada tahun depan.
4. Menentukan bejana zakat, yaitu jumlah bersih harta yang wajib disakati
5. Menghitung kadar nishab sesuai dengan jenis zakat.

6. Menentukan prosentase zakat yang wajib diterapkan.
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7. Menghitung kadar zakat dengan mengalihkan begana zakat dengan
prosentase zakat yang telah ditentukan.

Setelah itu dengan dibandingkan dengan nishab senilai 85 gram emas,

seandainya harga setiap gram emas adalah Rp. 50.000,- maka nishab-nya adalah

Rp. 4.250.000,-. Jika bejana zakat mencapai nishab maka harus dihitung zakatnya,

tetapi jika kurang dari aﬁ - maka tidak wajib ber-zakat, namun

1. Pengertian Akuntans dan Sistem Prosedur

Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association adalah
suatu proses mengindentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi
untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi

pihak yang menggunakan informasi tersebut.
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Pengertian Akuntansi menurut Rahman Pura dalam bukunya Pengantar
Akuntansi 1(2013 : 4) mendefenisikan Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan
yang mempelgjari perekayasaan dalam penyediaan jasa, yang berupa informasi
keuangan kuantitatif dari suatu unit organisasi dan cara penyampaian (pelaporan)

infformasi  tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar

pengambilan keputusan ekonomi.

Organisasi. Teori, Apli /‘/

/nE’i,E" MUH ‘ s3king berhubungan dalam
.KAS S‘

komponen yang_l

q
menunjang‘a 9
=\ \‘i\*

Sistem

prinsip aman yang
berarti bahwa sistem akuntansi harus dapat membantu menjaga keamanan
harta milik perusahaan.

3. Sistem akuntansi itu yang disusun harus memenuhi prinsip yang murah

yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem akuntansi itu
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harus dapat ditekan sehingga relatif tidak maha dengan kata lain

dipertimbangkan biaya dan manfaat dalam menghasilkan suatu informasi.

Berikut ini di uraikan lebih lanjut pengertian masing-masing unsur sistem
akuntansi tersebut:

1. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya

transaksi, dengan formuli ersangkutan dengan transaksi

3. Pengertian Flowchart

Flowchart adalah bagan atau gambar yang menunjukkan tahap-tahap
kegiatan prosedur, dan arus dokumen dari suatu sistem gambar atau bagan
bagaimana sistem itu bekerja. Penggunaan bagan air lebih bermanfaat
dibandingkan dalam uraian tertulis dalam menggambarkan suatu sistem manfaat

tersebut adalah sebagai berikut:



16

1. Gambaran sistem secara menyeluruh lebih mudah diperoleh dengan
menggunakan bagan air.

2. Perubahan sistem lebih mudah digambarkan dengan menggunakan bagan
air.

3. Kelemahan-kelemahan dalam sistem dan indentifikasi bidang-bidang yang

memerlukan perbalkan leb dltemukan dengan bagan air.

Dokumentasi siste dengan menggunakan bagan air
C. Pengerti 4’ 5 MUH \@
1 *P‘KAb 4& \ adalian intern

-'-:' wfl !!h;
l Jf \“‘b‘ ‘Eﬁ'qm-::.q érw *
-? Lz

pertanggung jawabkan.

1. Pengendalian Administrasi
Mencakup rencana organisasi dan semua metode dan prosedur terutama
yang berhubungan dengan efesiensi operas dan ketaatan pada kebijakan-

kebijakan pimpinan dan catatan finansial.
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2. Tujuan Sistem Pengendalian Intern

Pengertian sistem pengendalian intern yang diberikan tercakup pula tujuan
dari sistem pengendalian intern itu sendiri yang menurut Mulyadi (2013 : 163)
dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Pengendalian Intern Akuntansi

Pengendalian intern akuntam&i meliputi struktur organisasi, metode dan
ukuran-ukuran yar -/ tama untuk menjaga kekayaan
organisagie=t "h% ML Huq \ dalan data akuntansi.
/‘6“ P‘K S- r“qu‘fo ayaan para
o= \\\ﬂh,;// S e ok

adalah urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan intruksi yang menerangkan
apa (what) yang harus dikerjakan, sigpa (who) yang mengerjakannya, kapan
(when) dikerjakan dan bagaimana (how) mengerjakannya.

Uang tunai atau kas adalah barang yang menjadi sasaran penyelewengan
karena itu mudah dibawah, disimpan dan mudah digunakan oleh sigpa sgja dan

digunakan untuk apa sga, oleh karena itu pengawasan yang baik sangat
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diperlukan saat diterimanya sampai dimasukkan kedalam brangkas atau ke-Bank
Prinsip-prinsip dalam penyusunan prosedur penerimaan kas sebagai berikut :

1. Menetapkan tanggung jawab pengel olaan dan pengawasan fisik.

2. Semua surat masuk harus dibuka dengan pengawasan yang cukup.

3. Harus segera dibuat catatan oleh yang membuka surat tentang cek atau

uang yang diterima dari Sifpaj Iahnya dan untuk tujuan apa.

Semua. penjuz -/ :

A sibuatkan nota penjualan yan
/p.ﬁ MUH{!\H\ in rpegijster. -
hKhS ,%

\W 9,
Py \\dlhl.fﬂ

FTU () » i
' ‘“,ﬁ'}, bagian

'“i.‘J .

10. Rekonsiliasi laporan bank harus dilakukan oleh orang yang tidak
berwenang menerima uang maupun yang menulis cek.
11. Kunci cash register harus dipegang oleh orang yang tidak mengelola

kas.
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12. Diadakan rotasi pegawai agar tidak timbul kerja sama untuk berbuat
kecurangan.
13. Kasir sebenarnya menyerahkan uang jaminan.
Dalam perusahaan untuk membayar berbaga transaksi apabila

pengawasan tidak dilakukan secara ketat seringkali jumlah pengeluarannya

diperbesar sehinggah selisi digelapkan pada dasarnya untuk dapat
g r pengeluaran kas harus

menghasilkan sistem pe

7 s
memperhatikan h
/<‘;~ .K AS %y r"' @ﬂ‘?\r -pengel uaran
\\\P‘ U o,

=\l o %

- ! '\ ) J!r\h - = b
GCRIA AN KaS Naruis 1 5 Oarl yang
{:3;?-& >

muthlag (tidak terikat) dan atau muqoyyad (terikat) yang disyaratkan oleh donatur.
Adapun berdasarkan karakteristiknya, penerimaan dana dikelompokkan menjadi
penerimaan berdasarkan sumber dan penerimaan program. Penerimaan
berdasarkan sumber antaralain penerimaan dana ZIS, penerimaan Dana Amil, dan
penerimaan Dana Non Halal. Sedangkan penerimaan berdasarkan program, antara

lain Penerimaan Dana Pemberdayaan Ekonomi, Penerimaan Dana Pendidikan,
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Penerimaan Dana Kesehatan, dan Penerimaan dana Kemanusiaan. Penerimaan

Dana ZIS, dikelompokkan ke dalam penerimaan berdasarkan sumber. Sedangkan

penerimaan berdasarkan program, dapat menggunakan prinsip pooling of fund.
Salah satu yang menunjang kesuksesan mangemen zakat dalam

merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang
baik. Hal pertama dalam penyalurg

lokal atau dengan kata ‘/ N zakat yang berada dalam
lingkungan terdeke *Fq Mu H luran untuk wilayah

/;’w “.PK S'ﬂ.._ liq bungan dengan

lainnya, he
ingk /;&

zakat adalah dengan melakukan distribusi

kemiskinan dan segala penyebabnya serta sebagai salah satu bentuk pelatihan bagi
setigp daerah untuk bisa mandiri, bisa mengatass permasalahan

kemasyarakatannya.
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F. Pendlitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berikut ini mengambarkan bahwa analisis muzakki,
norma subjective, pendapatan, pendidikan, intensi. Sebut sgja penelitian yang
dilakukan Nurul Huda dan Abdul Gofur (2012) mengenai analisis intensi muzakki

dalam membayar zakat profesi. Hasil penelitian ini menunjukkan sesuai dengan

dan Fishbein dalam “: ‘-- A, menyatakan bahwa norma
‘épLﬁ !*A'ILIH‘J...‘+ H
\,U;-,KA':FN A 4)

. "E' \\iﬂl!ﬁ{/ 4 w.
Sl

penduduk Indonesia pada umumnya dari Provinsi DKI Jakarta pada khususnya

beragama Islam. Dengan kecenderungan mengkonsumsi yang kecil menunjukkan
bahwa masih banyak yang belum menyadari betapa pentingnya bagi instrumen
ditribusi pendapatan didalam suatu perekonomian. Mereka menganggap Zakat

masih seperti pgjak yang hanya sebagai pengurang pendapatan semata.
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Yulianarti, Lely Ana Ferawati Ekaningsih, dan Ahmad Roziq (2012)
meneliti tentang, Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember.
Menyatakan bahwa, Lembaga Pengelola ZIS (LPZ), kini tak dapat lagi
menganggap remeh soal pertanggungjawaban publik atas dana yang diserahkan

donatur, akuntabilitas merupakan hal yang kerap dituntut masyarakat dari sebuah

lembaga publik. Masyarakat merasé.perlu mengetahui aliran dana dan kinerja

- / “-:.b Zakat (OPZ) harus dapat

() cl.*i__b

"‘"‘il cut

_’A\. : 0 itas yang
e

Setiap saat.

Siti Maria Wardayati dan Siska Putri Imaroh (2015) meneliti tentang,
Anadisis Pengenddian Intern COSO (Commite Of Sponsoring Organisasion)
pada Pengelolaan dan ZIS, Studi Kasus pada Yayasan dan Sosial Al-Falah
(YSDF) Cabang Jember. Menyatakan bahwa, integritas dan nila etika karyawan

Y DSF memiliki kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan oleh orang-orang yang
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kompeten dan memiliki kode etik yang mengatur tentang perilaku, komitmen
pada kompetensi diwujudkan dengan karyawan YDSF jember yang memiliki
pendidikan SMA dan SD. Disini membuktikan bahwa pengendalian internal
khususnya lingkungan pengendalian telah diterapkan secara baik oleh YDSF,
sehinggga berdampak pada peningkatan kepercayaan donatur untuk menaruh dana

ZIS ke YDSF supaya dikelola dap/ditlistribusikan ke masyarakat miskin yang

meneliti tentang

Kapan Aset Kelolaan pada LAZ.

Menyatakan bahwa, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU)
menyalurkan ZIS sesuai dengan usulan LAZ masing-masing ranting kelurahan.
LAZISMU melakukan pencatatan dan diakui sesuai dengan jumlah yang
disalurkan kepada mustahiq, tetapi yang benar menurut PSAK 109 pada paragaraf

17 dan 29 bahwa, “ ZIS yang diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar
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jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat, jika dalam bentuk
aset nonkas. “ Namun LAZISMU tidak melakukan penjumlah terkait pengakuan
aset tersebut. LAZISMU memilki aset berupa rombongan yang akan disalurkan
untuk pemberdayaan ekonomi, LAZISMU tidak melakukan pencatatan,
pengungkapan, pengukuran, dan pengungkapan terkait dengan penyaluran aset
tersebut, seharusnya menuruaf 17dan 29 bahwa, “ ZIS yang
disalurka kepada mustahiertiie ngan dana zakat sebesar jumlah
i /gpq- MUH.!M’)\' iika dalam bentuk aset

(A
non ka .LQ/Q'%\&\P'KA S !Sl

yang disaranka

,-q milaian 2t pengakuan aset
I ¥

masyarakat tersbut akan di himpun dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
untuk mendapatkan pelatihan dan pendapingan rutin KSM, kemudian dihumpun
dalam koperasi yang dikelola oleh, dari dan untuk anggota. PKPU telah memilih
masyarakat yang memiliki keterampilan dan usaha untuk menjadikan mustahiq

dana dan zakat produktif. PKPU telah memberdayakan masyarakat yang tidak
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mampu. Adapun hasil dari pemberdayaan tersebut adalah masyarakat penerima
dana bantuan zakat produktif tersebut telah meningkat pendapatannya baik
pendapatan secara materi maupun kerohanian. Hal tersebut dikarenakan
pendayagunaan dana zakat produktif oleh PKPU tidak hanya penyaluran dana
sgja, melainkan juga diberi pengarahan, pelatihan, serta bimbingan untuk
mengelola dana zakat tersebut tidak habis dipergunakan tanpa ada

manajemen yang baik.
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BAZ Provins menyusuinan “eporan-kKeuangan dengan menggunakan
sistem pencatatan singe entery. Hal ini berarti BAZ belum menerapkan
penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan ZIS,

dana amil, dan dana nonhaldl.

Istutik (2013) mendliti tentang Anaisis Implementasi Akuntansi ZIS

(PSAK:109) Pada LAZ di Kota Malang. Menyatakan bahwa, periode pelaporan
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untuk laporan penerimaan dan pengeluaran kas lembaga amil yang diteliti mulai
dari periode bulanan sampa dengan periode tahunan. Penerimaan kas
dikelompokkan menurut sumber penerimaan ZIS, dan pengeluaran kas

dikelompokkan menurut aktivitas atau kelompok penerima.

G. Kerangka Fikir

dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan

keandalan data akuntansi, mendorong efesiensi dan mendorong dipatuhinya
kebijakan mangjemen. Untuk memperjelas uraian di atas maka di buat suatu

kerangka yang dapat digambarkan sebagai berikut :



2. Daam bentuk bagan pemikiran

'L.-r

Badan Amil Zakat Nasional
Sulawesi Selatan
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BAB 111
METODE PENELITIAN

A. Jenis Pendlitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif. Metode penditian kualitatif adalah metode penelitian yang

N

berlandaskan pada filsafat .& digunakan untuk meneliti pada

C. Jenisdan Sumber Data

1. Jenisdata
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

28
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a Kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan atau observasi
yang dilakukan secara mendalam pada BAZNAS Sulawesi Selatan.

b. Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari BAZNAS Sulawesi Selatan
dalam bentuk angka-angka seperti penerimaan dan penyaluran dana

Z1S, yaitu laporan dana BAZNAS dan alporan operasional BAZNAS.

2. Sumber Data

/ ger h»ﬁ*ﬁ* .tﬁ?m" ﬂ

WU e

4-:3 \ ) L
Q sl Selatan untuk

D. Teknil el ?
)
ik a AN OP

ﬁUETA

mengetahui Pengende duran dan ZIS guna
menghindari terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana tersebut. Adapun
teknik penelitian yang digunakan sebagai berikut :
a) Observas, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan
secara langsung di lokasi untuk memperoleh data yang akurat, yaitu di

kantor BAZNAS Sulawesi Selatan, Jdlan Megjid Raya No. 55, Baraya,

Bontoala, Kota M akassar Sulawesi Selatan.



30

b.) Wawancara (Interview) yaitu mengadakan wawancara langsung dengan
pimpimpinan lembaga dan karyawan yang terkait dengan penelitian.
Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
Wawancara penelitian, pengendalian intern pada penerimaan dan

penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawes Selatan.

- Laporan dana.@a

Pera /(p = MUH.@
.@516%\;\\&#384

.:sf" ),
\\\\'

i; .H

- Wakil ketuaBAZNAS Sulawes Selatan

- Anggota BAZNAS Sulawes Selatan.
E. Metode Analisis Data
Data yang berhasil dikumpulkan akan dikelompokkan dan diolah

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kudlitatif yaitu analisis
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deskriptif yang menekankan pada pemahaman mengenai pengendalian intern yang
dilakukan dalam penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi
Selatan. Secara kompleks dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian dalam
bentuk kalimat.

Seperti  yang telah dijelaskan dalam buku Sugiyono (2011),

mengemukakan dalam akt|V|tas daléavanalisis data kualitatif dilakukan secara
\-\.n pai tuntas, sehinggah datanya

polanya. Hal-hal pokok dan penting disini adalah mengenai penerimaan dana, dan
penyaluran dana kepada mustahiq.
3. Data Display (Penyajian Data)

Penygjian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan,

hubungan antar kategori, flowchart dan sgenisnya, dengan men-display data
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maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan
kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
4. Cunclution: Drawing/Verifying

Kesimpulan awal dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bilah

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan




BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sgarah Tempat Pendlitian

Umat Islam indonesia khususnya di Sulawesi Selatan mendambakan upaya

pemberdayaan ekonomi umat yang/flebih sistematis, transparan, dan modern
'/\-ﬂ tan Syarish dalam pengembangan

potensi

4 .
“‘ * jotens! Ini

Bahkan

Limengeldarkan UU Nomor 23
tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, agar lembaga pengelola zakat tampil
dengan profesional, amanah, dan mandiri. Masih rendahnya kepercayaan terutama
para muzakki terhadap para amil zakat, juga menjadi salah satu masalah yang
perlu mendapat perhatian disamping itu kesadaran umat untuk ber-zakat, ber-

infag, dan ber-shadagah juga masih perlu ditumbuhkan. Kemudian UU ini

33
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disempurnakan oleh keputusan Mentri Agaman Republik Indonesia Nomor 373
tahun 2003 dan secara operasional dikeluarkan keputusan Direktur Jenderal
Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengel olaan zakat.

Pemerintah daerah Provins Sulawesi Selatan menindaklanjuti bantuan
tersebut dengan mengeluarakan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan

Nomor 420/V1/Tahun 2001

i n| 2001 tentang pengurus Badan Amil

S B \illh;& e {-;
{%f?' -
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C. Struktur Organisasi
Susunan organisasi zakat Provins Sulawesi Selatan sebagai berikut :
1. BAZNASTingkat Provinsi

a KetuaUmum

b. Badan Pembinatingkat provins terdiri atas:

€) Bagian keuangan
2. BAZNAS Tingkat Kabupaten/K ota
a Ketua
b. Badan Musyawarah Tingkat Kabupaten/K ota terdiri atas :

1. Ketua



2. Sekretaris
3. Anggota

c. Pelaksana harian wilayah kabupaten/kota
1. Unsur pimpinan

a) Ketua

DK#SS,J;;

*" \\dlhl.ff
; ‘*n

§ ke

1. Ketua

2. Sekretaris

36
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Gambar 4. 1Struktur Organisas Badan Amil Zakat Nasional Sulawes

Selatan

Ketua

Sekretaris
Anggota

D. Job Deskription

Dewan

Pertimbangan

Ketua

Weakil Ketua

Bidang
TataUsaha

Ketua
Sekretaris
Anggota

Aparat yang mengelola organisasi zakat tersebut mempunyai unsur-unsur

job dekription sebagai berikut :

a. Pimpipan
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Badan ini dipimpin oleh seseorang ketua umum yaitu tokoh
masyarakat/ulama yang disegani dan dapat dipercaya umat, serta mendapat restu
dan petunjuk dari pemerintah daerah setempat. Dalam tugasnya sehari-hari ketua
umum dibantu badan pelaksana harian yang terdiri dari ketua, seorang wakil

ketua, masing-masing seorang sekretaris dan wakil sekretaris, tiga orang kepala

Untuk memperoleh kebijaksanaan yang terdpat dalam pelaksanaan sehari-

hari, ketua umum mengangkat Majelis Pertimbangan yang terdiri dari ulama dan
cendekiawan yang diusulkan oleh Magjelis Ulama, elmbaga Islam dan pemimpin

masyarakat 1slam.
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Tugas wewenang dan tanggung jawab bada Mg elis Pertimbangan adalah
sebagal berikut :
1. Membantu memberikan pertimbangan pengembangan hukum dan
pemahaman-pemahaman zakat.

2. Membantu pelaksanaan operasiona pengedaran zakat.

\3
S g \\\dillhf///

“# "‘\ UIF T
.%-?'
r" 3 ,.‘ ) Pl selar®

3. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kerjanya
kepada ketua umum.
d. Pelaksana
Pel aksana merupakan lembaga tetap dengan lembaga pegawai tenaga kerja

profesional yang dibiayai dengan subsidi pemerintah yang kemudian secara
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berangsur-angsur diusahakan dengan dana amilin. Mereka adalah pelaksana
rumusan kebijaksanaan zakat yang meliputi perencanaan, pengumpulan dan
pendayagunaan zakat. Disamping pelaksanaan harian diatas adalah pelaksanaan
harian yang dibantu oleh unsur staf tata usaha yang bertanggungjawab kepada

ketua umum. Unsur bidang pelaksana terdiri dari : Bidang perencanaan, bidang

penelitian dan pengembangan o.#ﬁ dan pendayagunaan, yang
semuanya bertanggung ja .' ) ian.

ientang pelaksanaan

2. Sekretaris
1) Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
2) Menyediakan bahan untuk pelaksanaan kegiatan BAZNAS
serta faslitas untuk kelancaran pelaksanaan program dan

kegiatan sehari-hari.
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3) Membantu kegiatan ketua harian dalam mengkoordinasikan
urusan-urusan serta bagian-bagian pada BAZNAS.
3. Keuangan
1) Melaksanakan sistem administrasi pengawasan, pengumpulan,

dan pendayagunaan dana BAZNAS.

2) Membuk gtan dan pendayagunaan dana, menyusun

A=peraturan, formulir, sistem kerja dan

penyuluhan.

4) Melakukan penelitian dan pengembangan masalah-masalah
sosial dan keagamaan dalam rangka pengembangan zakat.

5) Menerima dan memberi pertimbangan, usul dan saran

mengenai pendayagunaan zakat untuk pengembangan sosial.
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6) Mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada pengurus
harian.
5. Bidang Pendayagunaan
1) Melaksanakan program pendayagunaan dana BAZNAS yang

telah ditentukan.

2) Melaksan

p Dl J¢ g diselengarakan oleh
MU ‘t"'n"-'!;l <abupaten/kota  maupun

an dan pengarahan pelaksanaan proyek-

1) Melaksanakan pengumpulan dan pendayagunaan dana
BAZNAS yang telah ditentukan.

2) Penghubung antara BAZNAS provins dengan BAZNAS
kelurahan.

8. BAZNASKelurahan



1)

2)

3)

P\
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Melaksanakan pengumpulan dana BAZNAS dari muzakki.
Menyetor hasil pengumpulan melalui rekening bank BAZNAS
Provinsi.

Melaporkan hasil pengumpullan melaui rekening bank

BAZNAS Provinsi.

s 5 ek iy
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil
Aktivitas Badan Amil Zakat Nasional Sulawes Selatan

Zakat, infag, dan shadagah meéxupakan potensi yang cukup besar menjadi

aves Selatan yang memerlukan

dan mengawas pelaksanaan zakat serta menyalurkannya kepada mustahik
menurut garan islam dalam wilayah Provins Sulawesi Selatan dan untuk
mencapal maksud dan tujuan tersebut maka dibentuk BAZNAS ditiap
desa/lkelurahan, kecamatan, kabupaten/kota dan lembaga-lembaga pemerintah

maupun swasta dan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

44
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Dengan adanya pembentukan BAZNAS pada setigp desalkelurahan
sampai dengan tingkat kabupaten/kota tersebut maka teknis pengumpulan dana
penyaluran dikelola langsung oleh yang dibentuk tersebut. Dalam artian bahwa
BAZNAS Sulawesi Selatan hanya menerima laporan secara administrasi dari
yang dibentuk tersebut tentang hasil pengelolaan dana zakat, infag, dan shadagah

pada wilayahnya dan kemudian dan@ zakat, mfaq, dan shadagah pada Provins

N
&= \\i“ihhf,, SRR Tetur

A+

- merirt asta DPRD tingkat
‘s ""'ﬁ# ﬂt’” uf .
"5 Al '-I: ; NaKa f ] Zakat,

Arsip Pgjak.

Dalam mempermantap mekanisme kerja menyebarluaskan penghayatan
dan pengamalan masyarakat mengenai BAZNAS dan zakat serta untuk
mengidentifikasi pengumpulan zakat, infag, dan shadagah. Maka BAZNAS juga
mengadakan pertemuan berupa orientasi pelaksanaan zakat, infag, dan shadgah

dengan menghadirkan muballiq dan pengurus BAZNAS.
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Dengan adanya surat keputusan gubernur Provinsi Sulawes Selatan
Nomor 420 tahun 2011 tentang pengurus BAZNAS maka BAZNAS Sulawesi
Selatan sebagal salah satu bentuk usaha yang bertugas mengelola dana zakat.
maka untuk mempermudah pengelolaan dananya BAZNAS Sulawes Selatan
memberikan atau melimpahkan kewenangan BAZNAS Daerah untuk
melaksanakan operasional ngumpulan dan penyaluran dana zakat
tersebut di wilayahnya.fas \ engelolaanya dapat dilakukan
dengan maksimal.s /_,.15 MUH{! |\ i

PJ{(AS ‘{4 o

El n-r—'
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Untuk mencegah tidak terjadinya penyimpangan progran dalam suatu
organisasi, maka pengawasan dilakukan denga cara pemantauan, pengawasan
internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh dewan pertimbangan
dan komisi pengawas yang dibentuk, sedangkan pengawasan eksternal oleh

pengawas pemerintah. Pemantauan dan pengendalian dilakukan oleh pemerintah
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yaitu dengan cara mengirim laporan pel aksanaan tugas dan pengelolaannya dalam
bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota selama satu
periode kepada Gubernur dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provins
Sulawesi Selatan. Adapun sistem prosedur dalam penerimaan dan penyaluran

dana ZIS pada BAZNAS Sulawes Selatan sebagai berikut:

V &

/ ' "é o \\\\d‘h*'f/é
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.. n Dana.Z1S b
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— Sebanyak satu rangkap (lembar-1) diserahkan kebagian sekretariat
sebagai bukti setoran yang akan dikirm beserta dana ZIS yang

disetor oleh muzakki.

— Sebanyak satu rangkap (lembar-2) diserahkan kepada muzakki.
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— Sebanyak satu rangkap (lembar-3) diserahkan kepada bagian
sekretariat yang diarsip sementara berdasarkan nomor yang akan
dikirm kebagian bendahara untuk dibuat Iaporan penerimaan kas.

— Sebanyak satu rangkap (lembar-4) kepada muzakki sebagai bukti

pengurang paj ak.

d. Membuat NPWZ sebanya

bagian bendahara :
a. Menerima laporan penerimaan zakat dari sekretariat untuk dibuatkan buku
penerimaan kas.
b. Mencatat dalam buku penerimaan kas berdasarkan laporan penerimaan

zakat.
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c. Mengarsip laporan penerimaan zakat yang disimpan sebagai arsip
permanen berdasarkan nomor.

Gambar 5. 1 Sistem dan Produser Penerimaan Dana Z1S

Sekertariat Bendahara

Star

Sebelumnya disahkan

oleh pihak BAZ yang

menerima

Keterangan: FBSZ (Formulir Bukti Setor Zakat)
DPZ (Daftar Penerimaan Zakat)
BPK  (Buku Penerimaan Kas)
NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat)
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2. Sistem penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan
Berdasarkan peneletian yang dilakukan oleh pendliti, maka sistem
pengeluaran dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan
melibatkan bagian yaitu :

a Sektertariat

b. Bendahara

Lo "
10posa i *qe.:; Wb} s

na iy
o - \\\d‘hl.f//
5~

an konsumtif.

.-/ proposal  yang

e. Menyerahkan daftar penerima zakat ke bendahara untuk pencairan dana.
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Prosedur Penyaluran Dana ZIS pada Bagian Bendahara
Berdasarkan sistem penyaluran dana ZIS berikut ini peneliti ingin
mengemukakan prosedur pengeluaran dana dan penyalurannya pada bagian
bendahara :

a. Menerima Daftar Penerimaan Zakat (DPZ) dari bagian sekretariat guna

menerbitkan cek.

. Menerbitkan cek sebe

/lnpci MUH,q
/ o KASS.

d. Menc \I 2'tlasrakan laporan
\/ " bt

S i i ¢
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Gambar 5. 2 Sistem dan Prosedur Penyaluran Dana ZIS

Sekertaris Bendahara

Star

Menerima
proposal mustahiq

Mencatat dan A
mengindentifikasi j‘.\

Keterangan: DPZ  (Daftar Penerim Zakat)
BPngK (Buku Pengeluaran Kas)
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Prosedur Penyaluran Dana ZIS ke-Muztahik
Berdasarkan sistem penyauran dana ZIS yang berdasarkan syariat Islam,
berikut ini peneliti ingin mengemukakan prosedur pengeluaran dana dan
penyal urannya pada bagian Muzatahik :

a. Bendahara melakukan pengecekan saldo yang masuk dari parah

muzakki. ‘/\
b. Dilakukan rapét ha, jumlah muztahik yang akan

/x;jﬁ MHHq

d‘hl.f/

,‘5“ :f

7. Sabillillah

8. Ibnusabil
g. Membuat list rek koran laporan BAZNAS Sulawesi Selatan/perbulan.

h. Rekap.
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Gambar 5. 3 Sistem Penyaluran Dana ZIS ke-Muztahik

Cek Saldo

Rapat

Melihat Kesesuaian

L}

/

N :

SR S

Ibnusabil
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B. Pembahasan
1. Pengendalian Intern BAZNAS Sulawes Selatan
Pengendalian Intern BAZNAS Sulawes Selatan dalam Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat,

pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan
pendistribusiaan, dan pendayagunaan
\V.. nya disebut BAZNAS adalah
,-1‘ p 5 Hq ;o?,\k asional, Lembaga Amil
\i p’t‘u‘;Aq -,l‘"

pengorganisasian dalam pengum

zakat. Badan Amil Zakat

/i’ sentuk masyarakat

sosia keagam Peiidi S

shadagah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan sayariat
Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan
harus dilakuka pencatatan dalam pembukuan sendiri. Untuk melaksanakan
tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan anggaranpendapatan dan belanja negara dan

hak amil.
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Untuk meningkatkan efektivitas dan efesiens pelayanan dalam
pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan
kesgjahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS kabupaten/kota dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan hak amil, serta juga dapat dibiayai dengan anggaran pendapatan dan

pemerintah nonstruktural-ye -
: /ﬂi pS MUH4,,

WPEASS, 4;%\

pulan, pnadistrib zakat

S il e %
A | pengumpLian, - pendistiibusiaan, ~dan  pendeyan zakat;
A %? ’# ) akat dan;
Dalam

engan pihak

kemudiaaan

epada presiden

persyaratan sebaga berikut: warga negara Indonesia; beragama Islam; bertagwa
kepada Allah SWT; berahlak mulia; berusia minimal 40 tahun; sehat jasmani dan
rohani; tidak menjadi anggota partai politik; memiliki kompetensi dibidang
pengelolaan zakat ; dan tidak pernah dihukum kerena melakukan tindak pidana

kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.



57

Berdasarkan sistem akuntansi biaya penerimaan dan panyaluran dana ZIS
disertai flowchart yang telah dike mukakan sebelumnya, tanpak tidak adanya
pemisahan tugas antara bagian-bagian yang ada. Dalam artian bahwa sekretariat
bertindak sebagai penerima sekaligus melakukan pencatatan, oleh karena itu

untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kecurangan perlu adanya

yakni penerima orang tersendiri,

Kilworganisasi perlu ditambahkan

dilakukan kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dan yang berwenang
dalam BAZNAS Sulawes Selatan. Adapaun hasil wawancara yang kami dapatkan
dari parah karyawan dan staf BAZNAS Sulawesi Selatan.

Menurut MKA: informan-1 (Wakil Ketua Ill BAZNAS Sulawes Selatan),

Pengendalian Intern BAZNAS Sulawes Selatan sudah tersusun dengan baik,
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semua karena ada lima orang komsioner itu memiliki proporsi masing-masing,
ketua umum dibantu oleh dengan empat ketua. Yaitu ketua 1 (bagian
pengumpulan), ketua 2 (bagian pendistribusian), ketua 3 (bagian pelaporan), dan
ketua 4 (bagian human). Keempat ketua melakukan proporsi masing-masing dan

membuat program masing-masing. Selanjutnya beliau juga mengemukakan

| Sealatan telah berjalan sesuai dengan

sistem prosedur yang te AaS«Sulawesi Selatan, karena telah

.. F.‘ K‘:gl’é 1 ;‘T\# mulai proporsi masing-
\t\“" e Ty
pat ket 4

"’*-&."*f' Y . [N

/' sebagai  pedoman
pelaksanaan UU ini Keluar-iiapres-seiiva-tembaga-lembaga negara itu harus
diundang-undangkan. Pedoman UU 23 Tahun 2011 sudah dilakukan step by step
misalnya pengurusan BAZNAS itu harus dilakukan ship improfonted karena itu
dibahasakan oleh undang-undang. Adapun Yang dilakukan oleh pimpinan
BAZNAS Sulawes Selatan jika karyawan dan staf tidak menjalankan peraturan

dan kebijakan sistem pengendalian intern yang sudah ditetapkan yaitu, pimpinan
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itu sebagal top leader dia harus mengistrusikan kepada semua karyawannya apa
yang harus dilakukan. Kerena setiap ketua itu mempunyai devisi pengumpulan dia
mempunyai  koordinator devisi didalamnya. BAZNAS Sulawesi Selatan

mempunyai badan penanggulangannya bencana disana, bukan staf atau karyawan

yang turun.

- Administrasi)

?‘bﬂi‘ﬁ o yﬂt
‘il,, ;Z//"'Jl?" \

) I
=)

fam hal ini belum

Pengumpulan dana ZIS sudah dijalankan dengan baik oleh karyawan yang
bertanggungjawab, karena karyawan memiliki motto dan kaeryawan bersifat
STAF (S=Sidik, T = Tablik, A = Amanah, F = Fatonah).

Kemudiaan dikatan RSN:Informan-5 (Staf BAZNAS Sulawes Selatan
bagian Administrasi) bahwa sistem pengendalian intern pada penerimaan dana

ZI1S yaitu langsung dan tidak langsung dan sistem pencatatan Sistem pencatatan
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laporan penerimaan dana ZIS yaitu List, Print rek koran laporan BAZNAS
perbulan, dan Rekap.

Menurut RSN:Informan-2 (Kepala Sekretariat BAZNAS Sulawes
Selatan) menjelaskan bahwa Sistem pelaporan pada BAZNAS Sulawes Selatan

pertama-tama dirapatkan guna melihat berapa penerimaan dana ZIS, melihat

sesuai dan tidak kesesuaian kemud - ﬁ

sistem pengendalian
intern pada dengan baik dan

penyalurannya selalu di survei oleh staff dan karyawan.

Selanjutnya  PMM:Informan-6 (Muztahik), mengemukakan pendapatnya
tentang BAZNAS Sulawes Selatan. BAZNAS Sulawesi Selatan sangat
bermanfaat bagi masyarakat, karena masyarakat yang tidak mampu akan dibantu

oleh BAZNAS Sulawesi Selatan. Contohnya saja BAZNAS Sulawes Selatan
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telah mendirikan sekolah tanpa adanya pungutan biaya sama sekali. beliau juga
sudah berkali-kali menerima dana ZIS beberapa kali sampai-sampai dia sendiri

tidak bisa menghitungnya.

kemudiaan NSD:Informan-7 (Muztahik), mengatakan bahwa dana ZIS

sudah memberikan manfaat yang banyak bagi saya, contohnya saya bersekolah di

sekolah yang didirikan oleh

'/ﬁ "““f;un

r"“" F&AS'.S,q

L.- \uﬂ‘i
‘\:‘* ‘;ﬁ: e

Q‘I"

mampu membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan yang terjadi

di hadapi oleh pemerintah.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita lihat pengendalian intern pada
pencatatan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS masih menggunakan

cara manua dan belum di atur oleh PSAK 109. Namun ketertiban di BAZNAS
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Sulawes Selatan sudah tersusun dengan baik karena ketua umum dibantu oleh
empat ketua dengan proporsi masing-masing dengan program yang berbedah-
bedah tetapi tujuannya tetap sama. Kegiatan BAZNAS dilapangan tidak langsung
di tinjau oleh karyawan, karena BAZNAS Sulawesi Selatan memiliki badan
penanggulangan bencana yang langsung turun kelapangan dan memberikan

informasi kepada staf dan karyawanPAZNAS Sulawesi Selatan.

awesi Selatan telah
memberikan bantuan. Misalnya mendirikan sekolah gratis, rumah sakit gratis, dan
pemberdayaan muztahik. Dengan begitu juga BAZNAS Sulawesi Selatan juga

telah banyak membantu muzakki yang ingin membayar zakat.

5. Kekurangan Baznas Sulawes Selatan
Kekurangan pada BAZNAS Sulawes Selatan bisa dilihat dari hasil

wawancara diatas dan hasil observas yang telah dilakukan oleh penulis yaitu,



63

meski pengendalian intern pada BAZNAS Sulawes Selatan telah tertata dengan
baik kekurangan pasti tetap ada misalnya dalam pelaporan dan pencatatannya
masih menggunakan cara manual dan belum menerapkan PSAK 109. Dan
pendekatan dengan masyarakat masih sangat kurang, kerena masih banyak
masyarakat yang belum mengenal apa itu BAZNAS Sulawesi Selatan, penyaluran
dana ZIS juga masih belum me
masih banyak anak-anakelj; "/ pi.%a, merasakan bantuan dana ZIS
yang telah disiapkear) \ . _. MUH \ Bahkan parah karyawan
\iﬂf"ﬁ . '{,4 4;\

'1-

ah daerah yang terpencil, bahkan

bantuan pada
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya yang mengacu
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untuk beradaptasi dengan’ke

B. SARAN

Daam penelitian ini penulis akan memberikan beberapa saran kepada

pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini antara lain sebagai

berikut:

63
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1. Meski pengendalian intern pada BAZNAS Sudah berjalan dengan baik
pemantauan harus tetap dilakukan oleh pimpinan agar tetap sesuai dengan
UU Nomor 23 tahun 2011.

2. Pencatatan pelaporan dan sistem prosedur penerimaan, dan penyaluran

dana ZIS pada BAZNAS Sulawesi Selatan harus lebih ditingkatkan dan
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LAMPIRAN

1.1 Mapping Hasil Penelitian Terdahulu

NO | PENULIS JUDUL TUJUAN METODE HASIL
PENELITIAN PENELITIAN PENELITIAN PENELITIAN
DAN
VARIABEL
YANG
DIGUNAKAN
1. | Ghufraanaka | Pengakuan, Pada saat
dan Dina pengelolaan aset
Fitrisia tif dan | kelolaan, dalam hal
Septiarini pengakuan,
(2016) pengukuran,

Tika

dan
Suherman
Rosyidi
(2015)

pengungkapan dan
nenyajian pada saat

ielah berusaha
emberdayakan

' golongan

masyarakatyang
tidak mampu, dan
hasil dari
pemberdayaan
tersebut adalah
masyarakat
menerima dana
bantuan Zakat
Produktif. Salah
satu program dalam
rangka
memberdayakan
masyarakat untuk
meningkatkan
ekonominya adalah
program PROSPEK.
Program PROSPEK
ini,
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eﬁphu ASQ ::q,

Sabrina
Shahnaz

dimanadidalamnya
terdapat program
KSM (kelompok
swadaya
masyarakat) dan
KUB (Kelompok
Usaha Bersama),
merupakan model
pendayagunaan
zakat produktif oleh
PKPU dalam
meningkatkan
pendapatan mustahiq
yang menurut
peneliti sudah
optimal

SR Rtfihed ¥
W\l i [

. :: '1; & \"‘h.‘ h‘.i// Gl
~penerapan Ia

JJ; .l

BAZ belum
enerapkan
anyususnan laporan

aporan Keuangan
yang ada Dalam
rnyataan Standar

. keuangan BAZNAS

hanya berupa
laporan pemasukan
dan pendistribusian
dana, sehingga
sebaiknya pimpinan
BAZNAS
melakukan
pembuatan laporan
posisi laporan
keuangan, perubahan
dana, perubahan
aset, arus kas dan
catatan atas laporan
keuangan.

Adhadi Evaluasi Sistem | Tujuan penelitian | Metode Struktur organisasi
Ismail, Pengendalian yaitu untuk Penelitian yang dimiliki oleh
Kertahadani, | Intern atas mengetahui deskriptif YSDF Malang pada
dan Siti Penerimaan ZIS | jaringan prosedur dasarnya sudah
Ragil (Studi pada penerimaan ZIS menggambarkan




Handayani
(2015)

Putri Ima
(2015)

Yayasan Dana
Sosial Al Falah
(YSDF) Malang

dan untuk
mengetahui
pengendalian
intern jaringan
prosedur
penerimaan ZIS.

memberikan
rekomendasi atas
penerapan
pengandalian
internal dalam
sistem pada
sistem
pengelolaan dan
pada Yayasan
Dana Sosial Al-
Falah cabang

struktur sebuah
yayasan. Struktur
pengawas, dan
pengurus. Pada
bagian pengurus
sudah
menggambarkan
pembagian tugas dan
wewenang yang
cukup jelas.
Berkaitan dengan
sistem penerimaan
Z1S telah terdapat
pemisahan fungsi
antar fungsi
penghimpunan ZIS
dan fungsi
pencatatan. hal ini
mi;’; menjamin

>DF cabang
Jember sangat tinggi.

SDF Jember
emiliki kebijakan

“| dan prosedur yang

dilaksanakan oleh
orang-orang yang
kompeten dan
memiliki kode etik
yang mengatur
tentang perilaku.
Bahwa pengendalian
internal atas aktivitas
pengelolaan dana
yang ada pada
Yayaysan Dana
Sosial Al-Falah
cabang Jember
memiliki beberapa
kelemahan, namun
secara keseluruhan
pengendalian sudah
berjalan dengan
efektif.




Jember.

Muhammad | ZIS: Modal dan

Amin Suma | Model Ideal

(2013) Pembangunan
Ekonomi dan
Keuangan
Modern.

‘:.")

Istutik

Tujuan penelitian
untuk mengetahui
bahwa dengan
ZIS bisa
menjadikan
modal dan
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Metode
penelitian

Dengan modal utam
masyarakat muzakki
yang demikian
melimpah dan di
motori oleh amilin
yang jujur dan
terampil. Di-support
oleh pemerintah
selaku regulator dan
diawasi oleh semua
unsur masyarakat
yang berakhlak, baik
sangka dan kontrol
setla Dengan

(2013) ‘ ang disusun hanya
i - puntuk memberikan
,f l informasi tentang
i arus kas masuk dan
& ki arus kas keluaran
| pen dengan menyebutnya
laporan penerimaan
dan pengeluaran kas,
bukan laporan arus
kas yang diatur
dalam PSAK.
Yulianarti, Akuntabilitas Tujuan penelitian | Metode Agar dapat
Lely Ana Lembaga yaitu untuk penelitian: dipercaya oleh
Ferawati Pengelola Zakat | mengetahui Deskriftif dan masyarakat, lembaga
Ekaningsih, | di Kabupaten peranan kuantitatif pebgelola zakat
Ahmad Jember organisasi (LAZ), baik badan
Roziqg (2012) pengelola zakat amil zakat (BAZ)
terhadap maupun lembaga
peningkatan pengelola zakat
ekonomi (LAZ) harus
masyarakat menerapkan prinsip




jember terutama
bagi kalangan
muzakki.

akuntabilitas yang
meliputi
kelembagaan,
legalitas dan struktur
organisasi, aspek
sumber daya
manusia serta aspek
sistem pengelolaan.

9. | Huda dan
Gofur (2012)
10. | M Nur

Rianto Al

Analisis Intensi
Muzakki dalam
Membayar Zakat
Profesi.

Tujuan penelitian

Metode
Penelitian
Kuantitatif

Hasil penelitian ini
adalah sesuai dengan
teori yang
disampaikan oleh
Ajzen (2005) Lewat
teori planned
behavior. Ajzendan
Fishbein dalam
“theory of reasoned
action” menyatakan
uahwa norma

DKI Jakarta adalah
2.522. hal ini
menandakan bahwa
setiap penambahan
sejumlah unit zakat
yang dibayarkan,
maka akan
memberikan efek
terhadap pendapatan
sebesar 2.522 kali
lipat.




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT T¥HAN YANG MAHA ESA

an tiap-tiap
Jya masing-

Menimbang

dan U d
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dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam
masyarakat sehingga perlu diganti;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf d,
dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang
tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat . Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Dengan . ..
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

dan

iiiii

derencanaan,
dalam
dan

seorang muslim atau badan usaha untuk
diberikan kepada yang berhak menerimanya
sesuai dengan syariat Islam.

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh
seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk
kemaslahatan umum.

Sedekah adalah harta atau nonharta yang
dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di
luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha
yang berkewajiban menunaikan zakat.

6. Mustahik . . .
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6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima
zakat.

7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya
disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan
pengelolaan zakat secara nasional.

Pengelolaan zakat berasaskan:
a. syariat Islam;

b. amanah;

c. kemanfaatan;

d. keadilan;

e. kepastian hukum;

f. terintegrasi; dan

g. akuntabilitas.

Pasal 3 ...
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Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan
dalam pengelolaan zakat; dan

I Ay d

=_ &
A 100am .t
i s B

(3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki
perseorangan atau badan usaha.

(4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan
zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat
Islam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata
cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur
dengan Peraturan Menteri.

BABII. ..
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BAB Il
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu

(1) Dalam  melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS
menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat;

b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat;

c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian,
dan pendayagunaan zakat; dan

d. pelaporan . . .
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d. pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan pengelolaan zakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya,
BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait
sesuai ketentuan peraturan

akyat Republik
kali dalam

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terdiri atas wunsur ulama, tenaga
profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

(4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang
berkaitan dengan pengelolaan zakat.

(5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang
wakil ketua.

Pasal 9. ..
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Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima)
tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali
masa jabatan.

o 4* pS MUHA‘ ¥
e‘?f’x«\ "‘"‘#‘“’5‘%

DIEI
~

. beragama Islam;
. bertakwa kepada Allah SWT;
. berakhlak mulia;

b
c
d
e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
f. sehat jasmani dan rohani;

g. tidak menjadi anggota partai politik;

h

. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat;
dan
i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12 . ..
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Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

a. meninggal dunia;

b. habis masa jabatan;

al organisasi dan
S sebagaimana
dalam Peraturan

Pemerintah.

Bagian Ketiga
BAZNAS Provinsi
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat
pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota
dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota.

(2) BAZNAS. ..
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(2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul
gubernur setelah mendapat pertimbangan

BAZNAS.
(3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri
atau jaba yang ditunjuk atas usul

etelah mendapat pertimbangan

dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
serta dapat membentuk UPZ pada tingkat
kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan
tempat lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan
tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota diatur dalam Peraturan
Pemerintah.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat
Lembaga Amil Zakat

asyarakatan
pendidikan,

e. memiliki kemampuan teknis, administratif,
dan keuangan untuk melaksanakan
kegiatannya;

f. bersifat nirlaba;

g. memiliki program untuk mendayagunakan
zakat bagi kesejahteraan umat; dan

h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara
berkala.

Pasal 19 . ..
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Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah
diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

persyaratan
pembentukan
gjawaban LAZ

- & et i
leUNAA) BAN
2205

zakat, muzaki

zakatnya.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri
kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta
bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS
atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23 . ..
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Pasal 23

(1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti
setoran zakat kepada setiap muzaki.

(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada
ayat digunakan sebagai pengurang

zakat oleh
BAZNAS
erintah.

Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas
dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan,
dan kewilayahan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan

Pasal 27

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk wusaha
produktif dalam rangka penanganan fakir miskin
dan peningkatan kualitas umat.

(2) Pendayagunaan . ..
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(2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
apabila kebutuhan dasar mustahik telah
terpenuhi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan
saha produktif sebagaimana

infak,
aan lainnya
) dilakukan
akukan sesuali
diikrarkan oleh

g , dan dana sosial
keagamaan lainnya harus dicatat dalam
pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 29

(1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan
laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak,
sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya
kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah
secara berkala.

(2) BAZNAS. ..
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(2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan
pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah,
dan dana sosial keagamaan lainnya kepada
BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.

LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

laporan
afak, sedekah,
wa kepada

o

1c 1-="‘F¢'-'"-'_-; C

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dan Hak Amil.

Pasal 31

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi
dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Hak Amil.

(2) Selain. ..
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(2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS
kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

a dimaksud
nakan sesuai
perundang-

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

(1) Menteri melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi,
BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.

(2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS
provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ
sesuai dengan kewenangannya.

(3) Pembinaan . ..
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(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan
edukasi.

a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan
zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ;
dan

b. penyampaian informasi  apabila  terjadi
penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII . ..
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BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

sanksi
pada

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki,
menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau
mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana
sosial keagamaan lainnya vyang ada dalam
pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak
selaku amil zakat melakukan pengumpulan,
pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa
izin pejabat yang berwenang.

BAB IX ...
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BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

limaksud
penjara
.FS Jana denda

ratus juta

entuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

(2) Tindak ...
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(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 merupakan pelanggaran.

< P‘S WU H A

a

Menteri sebelum
atakan sebagai LAZ

berdasarkan Undang-Undang ini.

(4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib
menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun
terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI . ..
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini
harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-Undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115
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